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Abstrak
 

Setiap manusia mempunyai hasrat untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya secara pantas. Salah

satu dari hasrat biologisnya adalah hasrat untuk meneruskan keturunan, di dalam masyarakat hal ini

diwujudkan secara sah melalui lembaga perkawinan. Suatu perkawinan akan membawa akibat luas oleh

karena itu diharapkan dapat berlangsung langgeng atau abadi, yang hanya dapat diputuskan dengan

meninggalnya Salah satu pihak. Namun kenyataannya pemutusan pembatalan perkawinan, terhadap suatu

perkawinan yang telah berlangsung masih saja terjadi. Hal ini tentunya membawa berbagai konsekuensi

yang sangat menentukan, khususnya bagi masing-masing pihak suami-isteri, dan keturunannya. Oleh karena

itu yang menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana pandangan hakim terhadap kasus pembatalan

perkawinan, Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap para pihak, Kedudukan anak dalam

perkawinan tersebut Serta bagaimana mengenai masalah harta perkawinan. Untuk menjawab ini semua

digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, metode analisa data dengan

pendekatan kualitatif yang berpedoman pada norma hukum dan Undang-Undang sehingga hasil penelitian

berbentuk evaluatif analitis. Pembatalan adalah tindakan Pengadilan berupa keputusan yang menyatakan

perkawinan yang dilakukan itu batal, karena itu pihak pria dan pihak wanita yang dibatalkan perkawinannya

dianggap tidak pernah kawin, tidak pernah berkedudukan sebagai suami isteri. Perkawinan dapat dibatalkan

apabila perkawinan itu tidak; memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang. Hukum Islam

membedakan akibat hukum pembatalan perkawinan, sedangkan Undang-undang perkawinan tidak. Karena

banyaknya kepentingan yang harus dilindungi baiknya putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan

sejauh mungkin dihindari sepanjang perkawinan tidak melanggar ketentuan hukum agama masing-masing

pihak. Oleh karena pembatalan perkawinan berdampak luas terhadap para pihak, harta perkawinan jika ada.

Sedangkan akibat pembatalan perkawinan terhadap anak telah diatur didalam Pasal 28 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, anak yang

ada tetap menjadi anak sah dan mempunyai hubungan hukum terhadap ayah ibunya.
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